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ABSTRAK N

CATATAN Do

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 33 Tahun 2016 beserta perubahannya sudah
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 65 Tahun 2021 beserta perubahannya perlu
dilakukan pergantian.

Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27
Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017;
PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020;
PERMENPANRB No. 6 Tahun 2022; PERMENPANRB No. 7 Tahun 2022; PERMENPANRB
No. 45 Tahun 2022.

Bahwa dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pemberian dan kriteria Tambahan
Penghasilan Pegawai (TPP), hari dan jam kerja, tata cara pemberian TPP, pemberian
TPP tambahan bagi pelaksana tugas dan pelaksana harian, pengelola data TPP,
pengendalian dan evaluasi. Yang dimaksud dengan Tambahan Penghasilan Pegawai
adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani
pekerjaan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta
tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat Disiplin dan
jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai. TPP diberikan sesuai dengan Kelas
Jabatan berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi
kerja, kelangkaan profesi dan/atau berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. TPP
bulan Desember dibayarkan secara penuh pada bulan Desember serta Perhitungan
Disiplin dan Produktivitas Kerja dilakukan pada tahun berikutnya dengan mengurangi
perhitungan Disiplin dan Produktivitas Kerja bulan Januari tahun berikutnya.
Peraturan Bupati ini juga mengatur jika Pegawai ASN yang meninggal dunia dan/atau
tewas, TPP diberikan secara penuh dalam bulan berjalan yang dibayarkan pada bulan
berikutnya. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan nama jabatan setelah
diundangkan Peraturan Bupati ini, maka tetap berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Mei 2024.

Pada saat perbup ini berlaku Pasal 3 Perbup No. 46 Tahun 2013, Perbup No. 33 Tahun
2016 dan Perbup No. 65 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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